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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Jabatan Fungsional Pemeriksa
Perdagangan Berjangka Komoditi, menjamin objektivitas,
kualitas, transparansi, dan tertib administrasi
kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di
bidang pengawasan perdagangan, perlu disusun
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
Perdagangan Berjangka Komoditi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem
Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4630);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87

Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
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Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka
Komoditi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
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menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian
dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan
Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB
adalah  pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK
yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
Kementerian Perdagangan.

Unit Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK yang
selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit yang
melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional
Pemeriksa PBK yang ditetapkan oleh  Menteri
Perdagangan.

Badan Pengawasan yang selanjutnya disebut BAPPEBTI
adalah wunit kerja yang tugas dan fungsi melakukan
pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan
pengawasan kegiatan perdagangan berjangka komoditi,
sistem resi gudang dan pasar lelang.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan
pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara
dengan jabatan eselon II.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka
Komoditi yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional
Pemeriksa PBK mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan
kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan di
bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi
gudang dan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang
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perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan
pasar lelang komoditas.

Pejabat Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka
Komoditi yang selanjutnya disebut Pemeriksa PBK
adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan
pengawasan, pemeriksaan, penyidikan di bidang
perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang
dan  pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengembangan, serta fasilitasi substansi di bidang
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan
pasar lelang komoditas.

Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya
disingkat PBK adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan
penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka,
kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif
lainnya.

Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan
kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi,
yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek
dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka,
kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif
lainnya.

Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG
adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan,
pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang.

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas
barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh
Pengelola Gudang.

Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan
tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak
dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus
sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat
diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-

syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
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